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SECARA ELEKTRONIK (e-Dbase)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung
oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang
akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah, Perangkat Daerah perlu
mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam
Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara
Elektronik (e-Dbase};

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado
tentang Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado
Secara Elektronik (e-Dbase);

. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;






